BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN /

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR (7 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR, |

@ Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip
dinamis yang efektif dan efisien serta untuk mencegah I

terjadi lahgunaan arsip oleh pihak_—piha.k |
L A e tuk melindungl fisik

yang tidak berhak dan untuk r
informasi arsip dinamis dari kerusakan an
kehilangan maka perlu adanya Pedoman Pengelolaan

|

Arsip Inaktif; |
. i

pertimbangan sebagaimana ;

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di |
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan llir. |
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1999 tentang ‘
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

‘ ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

omor 37 Tahun 2003 tentang
paten Ogan Komering Ulu Timur,

Komering Ulu Selatan dan
Kabupaten Ogan llir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4347);

b. bahwa berdasarkan

Mengingat I

2. Undang-Undang N
Pembentukan Kabu

Kabupaten Ogan

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5952);
/\, 5
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4. Undang-Undan
> ang - Nomor 25
Pelayanan — pyh; v Tahun 2009 tent
¢ blik  (Lemty ang
Ind " Lmbaran  Nepare :
Lcn?[?;;l;:, NTa'hun 2009 Nomor l;fzfq T,.R,,C,f,;f!;:
¢gara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Und:
]{C;Ijlslilﬁqgmll;ng Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Tahun éoog(rl,cmbamn Negara  Republik  Indonesia
Republ; omor 152, Tambahan Lembaran Negara
publik Indonesia Nomor 5071);

6.

gcnrg"c‘?li—tg?;lan% Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Indonesia (’Ir‘l acrah (Lembaran Negara Republik
Lemba;- ahun 2014. Nomor 244, Tambahan
seba ran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
i gaimana telah beberapa kali diubah terakhir
engan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun
2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi

Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PEDOMAN
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP

DINAMIS
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir, e

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 1

Bupali adalah Bupati Ogan Ilir, Shaot e

Arsip adalah rckaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai

dan n}cdia sesuai dengan perkembangan teknologi inf;fril .
komunikasi yang dibuat dan diterima olch lembaga negara pcmcf-liSl —
daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi po];tik or Zrt?haq
kemasyarakatan, dan perscorangan dalam pelaksanaan ,keEidJ;)aan:

bcrmasyarakat, berbangsa, dan berncgara.

Arsn'p Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kcglgtall pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
Klagﬁkasi keamanan arsip dinamis adalah pengkategorian/penggolongan
arsip dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang
ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, publik dan

perorangan.
7. Akses Arsip adalah ketersediaan ar
hukum dan otorisasi legal serta
mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
8. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik
dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan yang

ditetapkan sebelumnya.
0. Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan

permohonan untuk mengakses arsip dinamis.
10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas
dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang

pengelolaan arsip dinamis.
ri arsip yang apabila diketahui

11. Rahasia adalah Klasifikasi informasi da
oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi
penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban

umum.
12. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat

informasi yang apabila
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa.
13. Terbatas adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi

yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga

pemerintahan.
14, Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki
informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.

15. Tingkat klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah pengelompokan arsip
dalam tingkatan tertentu berdasarkan dampak yang ditimbulkan apabila
informasi yang terdapat di dalamnya diketahui oleh pihak yang tidak

berhak.

16. Penggunaan arsip adalah k
kepentingan kegiatan pema
pengguna arsip yang berhak.

ik adalah tata cara atau aturan

17. Prosedur pengaksesan informasi publ au @
ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal

—

B w1

o

o

sip sebagai hasil dari kewenangan
keberadaan sarana bantu untuk

nfaatan/ penyediaan arsip bagi

egiatan pema
gi kepentingan

nfaatan/penyediaan arsip ba
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18.Informasi  yang dikecualikan

Ma:fsud di_letapkannya Peraturan Bupati ini sebagai p
. mqungl fisik dan informasi arsip dari penyalahgun
yang tidak sah.

pemanfaatan informasi publik.

diperti ' adalah  informasi yang apabila

mgnimtl:fqﬁ:f:(}?;n:){f(hwa .mcml)u!m informasi publik tersebut dapat

Undang KClcrbllk_c uensi scl)n'g:nmm'm diatur dalam Paf;al 1.7 Undang-

ORI lz)m]n Informasi Publik serta setelah dnpcrtlmb.ﬂngka‘?

oot 'u' a a}wa dengan menutup informasi dapat melindungi
pentingan yang lebih besar daripada membukanya.

Pasal 2

edoman dalam rangka
aan dan kepentingan

Pasal 3

ti ini untuk menyediakan informa'si
s bagi kepentingan publik
dikecualikan.

’I‘uj}Jan ditetapkannya Peraturan Bupa
arsip vang dikategorikan terbuka dan dapat diakse
serta menjamin keamanan arsip bagi informasi yang

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses.Arsip Dinamis meliputi:
a. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis; dan

b. pengaturan akses arsip.

BAB III
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 5

(1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilaksanakan dengan

menerapkan asas gabungan.
(2) Asas gabungan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui

sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam
pelaksanaan pengolahan arsip dinamis.

Pasal 6

(1) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan

ketentuan sebagai berikut:
a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan

menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;

b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat
klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;

c. keempat tingkat Kklasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a,
_berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi
informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya; dan
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d. ;;ubhk dapat mengakse
aengan proseduyr va "

S infnrm

Q f asi vang ik .
‘ana si ang telah A Yang dikat: , )
(2) Sarana sistem k]“gmil\:gkt(,lah ditentukan tagorikan terbuka sesuai
D z\l (\ .

pcrangkm k aman;
eras anan dan akses are
(3) pcl. oy (nn p(\l AKSes ,]rslp mengeuns k'
angkat kerase rangkat Jup, nggunakan sarana
a mt;q;t i Scbag it
+ Sarana peqy; ) avat (" {o ot
NYIMpanan are ayat (2) meliputi:
untuk menyimpan m:_'S'P'knm-onsi(m:ll berupa filling cabinet/rak arsip
untuk arsip rahas; SIp biasa/terbuka, dan brankas atau lemari besi
ahasia dan sangat rahasia: . ey O

- Sarana i

penyimypy arsi

dengan lingi‘(vll]:(m"}"l arsip media baru berupa lemari arsip sesuai
at Klasifikasi informasi; dan

C. prasara
rasarana berupa ry, :
tngkat klasifik :: ,mf""ﬂ penyimpanan yang representatif sesuai dengan
) Stiikast informasi
cerangkat p ‘ o
. gaiihlum'k SCbz}nglmmm dimaksud pada ayat (2) meliputi:
b W)I'L arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
) Sist.er‘n} lklaSI' pengelolaan arsip aktif dan inaktif.
dimak daSlﬁkaSl keamanan dan akses arsip dinamis sebagaimana
(6) Sist(c Su kpa(.ia a)"i_ll (1) menggunakan angka.
o dm laSIﬁka.m sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
rdasarkan klasifikasi bidang tugas, scbagai berikut:

AIMana tersehyyt pada

a. 000 Umum;

b. 100 Pemerintahan;

c. 200 Politik;

d. 300 Keamanan dan Ketertiban;

e. 400 Kesejahteraan;

f. 500 Perekonomian;

g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;

h. 700 Pengawasan;

i. 800 Kepegawaian; dan

j- 900 Keuangan
BAB IV

PENGATURAN AKSES ARSIP
Pasal 7
Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b i

digunakan kepada pengguna arsip yang berhak yang terdiri dari: ;
a. pengguna internal yang ada di instansi; dan |
b. pengguna eksternal di luar instansi. [

Pasal 8

(1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri
dari:

a. penentu kebijakan yang mempunyai kewenangan untuk mengakses
seluruh arsip yang berada di bawah kewenangannya, dengan ketentuan
sebagai berikut:

b. pimpinan tingkat tertinggi, yaitu Kepala Perangkat Daerah/Instansi
mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip yang berada 1
di bawah kewenangannya;

1) pimpinan tingkat tinggi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub
Bagian, Kepala Seksi yang mempunyai kewenangan untuk
mengakses arsip di bawah kewenangannya, namun tidak diberikan
hak akses untuk informasi yang terdapat pada pimpinan level
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tertinggi dan yang satu level dengan unit di luar unit kerjanya,

kecuali telah mendapatkan izin; dan ;
2) pimpinan tingkat menengah yaitu Kepala Sub Bidang, Sub Bagian
yang mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip di
bawah kewenangannya, namun tidak diberikan hak akses untuk

informasi yang terdapat pada pimpinan 1§3V01 {Cftmgil: Pif;}Pir}an
level tinggi, dan yang satu level di luar unit kerjanya kecuali telah

mendapatkan izin. ) TR Fmh- A

c. pelaksana kebijakan yaitu staf, petugas arsip, arsmlarl » ars? g .
yang mempunyai kewenangan untuk mengéﬂfscs s€ uru_rk ,pb}’ 8
berada di bawah kewenangannya dengan tingkat l,dail ]t i?;sif.:i::;
tetapi tidak diberikan hak akses untuk arsip dengan ting ; i
terbatas, rahasia, dan sangat rahaSifl yang terdapat] pa ne:enpahp dan
tingkat tertinggi, pimpinan level tinggi, pimpinan leve m;a at%(an’ sty
yang satu tingkat di atas unit kerjanya kecuali telah mendap )

Sl tuk mengakses seluruh

d. pengawas internal mempunyai ke )
arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi
ketentuan peraturan perundang-

o engawasan internal sesuai dengan
( End%mgan, seperti pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah

Kabupaten Ogan Ilir. .
(2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b terdiri

dari:

a. publik yang berhak, mempunyai hak untuk mengakses sel
dengan kategori biasa/ terbuka; )

b. pengawas eksternal mempunyai hak untuk mengakses §eluruh arsip
pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan, seperti

pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan

Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan; dan .
c. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada
pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses t_lukum yang
sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan

hukum, seperti ketika pihak penegak hukum.

wenangan un

uruh arsip

Pasal 9

maksud dalam Pasal 7 disusun dalam

Pengaturan akses arsip sebagaimana di
mpiran yang merupakan bagian tidak

daftar arsip dinamis diuraikan dalam La
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Pengaturan akses arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
dilaksanakan dalam rangka pengamanan fisik dan informasi arsip.

(2) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan
karpera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan dan media simpan
arsip.

(3) Pengamanan fisik dan informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kategori arsip biasa/umum/terbuka disimpan pada rak besi;
b. kategori arsip terbatas disimpan pada filling cabinet; dan
c. kategori arsip rahasia dan sangat rahasia disimpan pada lemari besi.
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s madoduld ot alabinbadonel
“ baeibodebsbe dibbadii e it enen

CLRARN IR TN TP 1

4) Pengaman :
(4) gamanan fisik dan informasi arsip s¢

(5) Pen AN '
) gamanan fisik dan informasi arsip sebagaim’

Peraturan Bupati ini mul

meliputi penci bagaimana (limnksud gzntln ayat (1)
iptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.

. ana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi

kewenangan dan tanggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta

informasi arsip.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

ai berlaku pada tanggal diundangkan.

tahkan pcngundangan Peraturan

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerin! Ogan Ili
Bupati ini dengan penempatanny ta Daerah Kabupaten gan Ilir.

a dalam Berl

Ditetapkan di | laya
10 AGUSTUS 2021

ILIR

CA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 10 AcUsTVS 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

—

MUHBIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021 NOMOR 66 .

-
n
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(4) Pengamanan fisik dan inforp

' . ) a H . )
meliputi penciptaan daftar st arsip scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

(5) Pengamanan fisik dan inf arsip terbatas dan daftar arsip rahasia
dilaksanakan oleh Ars; ormasi arsip scbagaimana dimaksud paclla ayat (2)
iparis dan/atau petugas kearsipan yang diberi

kewena

ngan dan t

. : anggung jaw.

informasi arsip, ggung jawab mengelola dan mengamankan fisik serta

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

pe oo s .
raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

angan Peraturan

ntahkan pengund
ten Ogan Ilir.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeri
rita Daerah Kabupa

Bupati ini dengan penempatannya dalam Be

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 10 AeUsts 2021

BUPATI OGAN ILIR
dto.

P PANCA WIJAYA AKBAR
Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 10 ABUSVS 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

‘ dto.
MUHSIN
NOMOR ¢6 -

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021

Galinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

~ g\é h
ZULEDI, SH, M.Si

PEMBINA / IV A
NIP.196401031985121002

. . . J -
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